GUBERNUR PROVINSI SULAWES] UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan
sosial masyarakat Sulawes! Utara khususnya Tenaga
Kesehatan yang bertugas dalam memberikan
pelayanan/perawatan  secara langsung terhadap
masyarakat yang terpapar /terinfeksi Corona Disease
(Covid-19) dan memberikan landasan hukum dan
kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan
Gubernur perlu  melaksanakan program jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan selama
masa yang ditetapkan oleh Badan Penaggulangan
Bencana Nasional sebagai Beneana Non Alam akibat
terjadinya Corona Disease (Covid-19);

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a periu menetapkan Peraturan
Gubernur  Gubernur  Sulawesi Utara tentang
Pemberian Dana Hibah Untuk Perlindungan Jaminan
Sosijal Ketenagakerjaan bag Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara {Lembaran Ne%ara Republik Indonesia
Tabun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2102);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaﬁan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistemn Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara R?ublik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Regublik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jamiman Kematian;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016
tentag Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;
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15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019g(C0vid-19F;;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negerl Nomor 13 Tahun 2018 tetang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tetang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial I}(lang Bersumber dari APBD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger:
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Penetapan  Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Vwus Disease 2019
{Covid-19);

20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di

Indonesia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWES]I UTARA TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGlI TENAGA
KESEHATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.  Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah  yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3.  Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Utara.

Peran}gjkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala
Daeran dan DPRD dalam penyelanggaraan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah vyang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk  kekayaan  yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vyang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyal tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan APBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dalam
Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyat tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka
Penyusunan APBD vyang anggotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesual dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat PKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan
Anggaran Badan/Dinas/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program,
Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.

Do%(umen Pela%(sanaan Anggaran PPKD  yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan/Dinas/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang vang
mengabdikan dir1 dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan di rumah sakit rujukan Pemerintah
Provinsi Sulawesi utara.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan vyang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagaker jaan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun
dan jaminan kematian.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan berlaku selama masa tanggap Covid-19
terhitung sejak dikeluarkannya peraturan Gubernur ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 aApril 2020
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OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWES] UTARA

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 29



